BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan pariwisata pada masa pemerintahan Joko Widodo yang tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata di Indonesia tidak semuanya diturunkan dari ASEAN Tourism Strategic
Plan yang telah disusun dan disepakati oleh Indonesia sendiri. Pemerintah dalam
membuat kebijakan pariwisata melalui Rencana Strategis (Renstra) seringkali tidak
taat (comply) dengan arahan strategis (strategic directions) yang ada pada ATSP.
Berdasarkan pada analisa dan data yang ada pada bab-bab sebelumnya yang
berangkat dari pertanyaan mengenai “Mengapa pemerintah Indonesia tidak
melakukan compliance secara utuh terhadap ASEAN Tourism Strategic Plan
1 dan 2 pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2019?”,
dapat disimpulkan faktor apa saja yang menghambat Indonesia dalam melakukan
compliance terhadap arahan strategis dari ATSP pertama dan kedua, dan apa hal
yang masih mendorong Indonesia untuk tetap mengadopsi beberapa poin ATSP
yang mendorong ASEAN Integration secara implisit (tidak secara langsung).
Setidaknya dua hal yang menghambat Indonesia untuk melakukan compliance (satu
hal mayor dan satu hal minor) setelah dianalisa menggunakan teori compliance
milik Lutmar dan Carnerio, serta sedikit dukungan teori economic integration
melalui economic arrangement oleh Eduard Marinov. Meski begitu ada satu hal

yang mendorong Indonesia untuk tetap melakukan compliance terhadap ATSP
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tahap 1 dan 2. Pemerintah Indonesia tidak melakukan compliance secara utuh
terhadap ATSP 1 dan 2 karena adanya hambatan-hambatan berikut:

Pertama, hambatan terbesar sekaligus hambatan eksternal adalah sikap
normatif ASEAN sejak pertama kali berdiri pada tahun 1967 dan tidak adanya role
of enforcement menjadi sebab utama tidak berjalannya ATSP secara maksimal.
Indonesia memiliki regulasi yang kompleks terkait dengan regulasi terutama soal
tenaga kerja, dan MRA-TP memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan
ASEAN sendiri tidak memiliki regulasi alternatif untuk rujukan dan tidak bisa
mencampuri urusan domestik suatu negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari
Lutmar dan Carnerio dalam teori compliance-nya bahwa persetujuan dari sebuah
perjanjian maupun kesepakatan harus diiringi dengan adanya paksaan
(enforcement) supaya dapat ditaati secara penuh dengan komitmen. Tanpa adanya
role of enforcement dan kehadiran organisasi secara konkret dalam bentuk hukum
maka Indonesia juga tidak akan melakukan compliance secara maksimal. Supaya
suatu negara dapat melakukan compliance secara utuh dan mencapai efektivitas
yang maksimal dalam suatu perjanjian atau kesepakatan, dibutuhkan sikap tegas
dan instrumen yang ‘memaksa’ setiap negara anggota organisasi internasional
untuk patuh. Hukuman dalam bentuk sanksi ekonomi juga sangat dibutuhkan untuk
mencapai ASEAN Economic Integration yang menjadi salah satu tujuan besar dari
dibentuknya ATSP apabila merujuk pada pandangan Eduard Marinov. Sikap
normatif ASEAN ini juga ditunjukkan dengan fakta bahwa tidak semua negara di
Asia Tenggara mengimplementasikan ATSP dengan baik dan maksimal. Negara

yang belum mengoptimalkan compliance terhadap ATSP adalah Indonesia,



114

Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Dan negara yang telah
mengadopsi ATSP ke dalam rencana strategis nasional masing-masing negara
anggota untuk mencapai integrasi pariwisata di ASEAN secara menyeluruh adalah
Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Hal ini menandakan bahwa
sikap normatif ASEAN berimbas tidak hanya di Indonesia saja, namun juga
pelaksanaan strategic plans di negara anggota ASEAN yang lain. Apabila
organisasi terus bersikap normatif, maka tujuan dari kesepakatan yang telah dibuat
menjadi sulit untuk bisa dicapai dengan maksimal.

Kedua, hambatan juga datang dari dalam Indonesia, dimana pemerintah
cenderung ambigu dalam mengambil peran di dalam ASEAN. Pada bab 2 telah
dijelaskan pula oleh sebuah critical review dari Felix Heiduk bahwa sikap
Indonesia mengenai MRA-TP dan sistem single visa menunjukkan arah prioritas
yang berbeda dari pemerintah Indonesia, yang lebih mengutamakan kebijakan
domestic dibandingkan kebijakan terhadap ASEAN dan kebijakan yang diturunkan
dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati pada tingkat regional. Hal yang
mendorong sikap pemerintah untuk tidak comply terhadap poin-poin ATSP adalah
bentroknya terhadap regulasi Indonesia seperti yang telah dibahas juga pada bab 3,
ditambah dengan tidak adanya tekanan dari ASEAN itu sendiri.

Meskipun terdapat hambatan dari ASEAN dan dari pemerintah Indonesia
sendiri dalam melakukan compliance terhadap ASEAN Tourism Strategic Plan
(ATSP), ada sebuah prinsip di Asia Tenggara yang telah terbangun sejak berdirinya
ASEAN pada tahun 1967, yaitu prinsip timbal balik (reciprocity). Menurut Lutmar

dan Carnerio, reciprocal mechanism terjadi apabila tidak ada kekuatan substansif
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yang lebih dominan di dalam suatu kawasan. Pada bab tiga telah dijelaskan bahwa
Lutmar dan Carnerio mengatakan bahwa reciprocal mechanism akan terus
mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk terus bekerja sama. Hal ini bisa
terus terjadi karena tidak adanya dominant power di Asia Tenggara . Namun sikap
reciprocal ini hanya akan mendorong Indonesia untuk menandatangani ATSP
sebagai formalitas saja, tanpa ada implementasi yang konkret dalam Renstra untuk
mencapai tujuan besar ATSP yaitu integrasi pariwisata sebagai bagian dari proses
integrasi ekonomi melalui economic arrangement di Asia Tenggara. Indonesia dan
negara anggota lainnya di Asia Tenggara tetap membutuhkan ketegasan dari
ASEAN dalam bentuk instrumen enforcement untuk dapat mengaplikasikan dan
comply terhadap ATSP dengan serius. Apabila tidak ada ketegasan dari ASEAN
dalam bentuk instrumen-instrumen enforcement, maka Indonesia dan beberapa

negara ASEAN lainnya akan terus terhambat dalam melakukan compliance.
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